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Panduan Umum untuk Pencari Hibah (Grantseekers)

Dokumen ini memberikan panduan untuk mengajukan proposal pendanaan ke Disability Rights Fund (DRF) dan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF). Jika organisasi Anda belum pernah menerima hibah dari DRF atau DRAF, kami sangat menyarankan Agar Anda meninjau Untuk Grantseekers, Pertanyaan yang Sering Diajukan,  dan Glosarium Istilah. Semua pelamar, termasuk penerima hibah DRF/DRAF, harus  membaca pedoman ini secara menyeluruh, karena adanya beberapa perubahan.

Pemberitahuan Penting untuk Pendanaan Putaran 1  2021 (batas waktu RFP: 15 Maret 2021)
· Menanggapi perubahan kondisi di lapangan, pembuatan hibah untuk Myanmar telah digeser ke putaran 2, yang akan dipublikasikan pada Juli 2021. Untuk mengatasi kesenjangan waktu antara Putaran, penerima saat ini akan diberikan ekstensi dan bentuk dukungan lainnya.
· Grantmaking  untuk  Negara-negara Kepulauan Pasifik (PIC) telah dipindahkan ke siklus putaran 1.   Organisasi penyandang disabilitas (OPDis) yang  memenuhi  syarat di PIC  didorong untuk  mendaftar.
· Untuk negara-negara target Putaran 1 kami  -  Indonesia, Malawi, dan Nigeria - OPD memenuhi syarat untuk mendaftar dengan undangan saja.
· Pada tahun 2021, penerima hibah berulang yang merupakan  penerima Hibah Kecil dapat mengajukan hingga $ 10.000 tambahan untuk mendanai biaya operasi inti yang tidak ditanggung oleh sumber lain. Peningkatan plafon  pendanaan Hibah Kecil ini (hingga total $ 30.000 untuk peserta hibah berulang) mengakui bahwa kita sering menjadi satu-satunya pemberi dana untuk OPDis yang terpinggirkan dan baru muncul, makin  sulit bagi  organisasi-organisasi ini untuk menutupi biaya operasional yang  diperlukan.  
· Semua pelamar didorong untuk  mempertimbangkan kendala dan/atau  peluang advokasi terkait COVID-19 dalam menyusun proposal. Di DRF/DRAF, kami tetap berkomitmen untuk beradaptasi dan berinovasi dalam mendukung upaya kami untuk mengadvokasi hak bagi semua selama pandemi dan seterusnya.

DAFTAR ISI 
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TENTANG DISABILITY RIGHTS FUND (DRF) & DISABILITY RIGHTS ADVOCACY FUND (DRAF) 
Didirikan pada tahun 2008, Disability Rights Fund (DRF) mendukung  penyandang disabilitas - termasuk kelompok yang sangat terpinggirkan [footnoteRef:1] -  di Afrika, Asia, Kepulauan Pasifik, dan Karibia untuk membangun gerakan yang beragam, memastikan agenda pembangunan yang inklusif, dan mencapai hak dan kesempatan yang sama untuk semua. The Disability Rights Advocacy Fund (DRAF),organisasi saudari DRF,  mendukung penyandang  disabilitas untuk memajukan kerangka hukum untuk mewujudkan hak-hak mereka[footnoteRef:2]. Melalui pemberian hibah, advokasi, dan bantuan teknis, Dana mendukung organisasi  penyandang disabilitas  (OPDis) untuk menggunakan kerangka kerja hak dan pengembangan global  -  seperti  Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)  dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)  -   untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (termasuk dalam respons dan pemulihan COVID-19). [1:  Kelompok "terpinggirkan" termasuk perempuan penyandang disabilitas, pemuda penyandang disabilitas, Penyandang disabilitas LGBTI, penyandang disabilitas psikososial, penyandang disabilitas intelektual, penyandang albinisme, penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, penyandang tuna rungu, penyandang disabilitas pribumi, pengungsi dan penyandang disabilitas yang terdampak konflik, penyandang disabilitas yang hidup dengan HIV/AIDS, dan kelompok tertentu lainnya penyandang disabilitas mengalami berbagai bentuk diskriminasi di negara sasaran (misalnya]  [2:  Jika aplikasi mencakup aktivitas lobi, sebagaimana didefinisikan dalam hukum Amerika Serikat, aplikasi akan dipertimbangkan berdasarkan DRAF.] 


Donor DRF meliputi: Ansara Family Fund dari Boston Foundation; Ford Foundation; Yayasan Keluarga Estelle Friedman Gervis; Yayasan Joseph P. Kennedy Jr. ; Bantuan Inggris dari pemerintah Inggris (FCDO); Foundation for a Just Society, Yayasan Untuk Mempromosikan Masyarakat Terbuka, bagian dari Open Society Foundations; ; We Trust; dan donor individual. DRAF didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT). Pandangan yang diungkapkan dalam komunikasi ini tidak selalu mencerminkan kebijakan resmi dari salah satu donatur kami, atau pemerintah yang mereka wakili.

[bookmark: _Target_Countries][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: FundingPriorityAreas][bookmark: TargetCountries]NEGARA TARGET
[bookmark: _Eligibility][bookmark: _Eligibility_1][bookmark: _Hlk314758480][bookmark: Eligibility][bookmark: Eligibility2]Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDs) di negara-negara target DRF/DRAF dapat berlaku selama dua siklus/putaran pendanaan hibah tahunan. Pada tahun 2021, berikut adalah:

Putaran 1: RFP (aplikasi proposal)  jatuh tempo  15 Maret 2021
· RFP(aplikasi proposal) dibuka bagi: Negara-negara Kepulauan Pasifik  (termasuk  Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)
· RFP (aplikasi proposal hanya dengan undangan:  Indonesia,  Malawi, dan  Nigeria  (lihat "Kelayakan" di bawah  )
 
Putaran 2: RFP  akan dirilis pada Juli 2021
· RFP dibuka bagi: Myanmar
· RFP hanya dengan undangan:  Haiti,  Rwanda,dan  Uganda  (lihat "Kelayakan" di  bawah)

Kelayakan
Untuk memenuhi persyaratan kelayakan dasar pertimbangan pendanaan DRF/DRAF tahun 2021, pelamar harus:

· Berkantor dan melakukan sebagian besar kegiatan di negara yang ditargetkan oleh salah satu putaran tertentu (di atas);
· Organisasi Penyandang Disabilitas non-pemerintah yang terdaftar secara[footnoteRef:3]hukum, atau sekelompok  penyandang disabilitas yang bertindak di bawah sponsor fiskal organisasi non-pemerintah yang terdaftar;[footnoteRef:4] [3:  Dalam pemahaman DRF tentang istilah tersebut, "OPD," OPDs adalah organisasi perwakilan atau kelompok Orang penyandang disabilitasMana Orang penyandang disabilitas merupakan sebagian besar staf keseluruhan, Papan dan sukarelawan, dan diwakili dengan baik di semua tingkatan organisasi. Organisasi kerabat dari Orang penyandang disabilitas dapat dipertimbangkan OPDs di mana organisasi advokasi mandiri terbatas (misalnya, mereka yang mewakili anak-anak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas intelektual, atau penyandang tuna rungu) dan jika tujuan utama organisasi ini adalah pemberdayaan dan pertumbuhan advokasi diri penyandang disabilitas. Sebagai tambahan OPDS memiliki pemahaman tentang disabilitas sesuai dengan model sosial.]  [4:  Sponsor fiskal adalah organisasi yang terdaftar secara hukum dan memenuhi syarat untuk menerima dana dari donor asing. Sponsor fiskal mengambil tanggung jawab hukum dan fidusia untuk manajemen dan pelaporan dana hibah dan mentransfer dana kepada kelompok pemohon penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan proyek sesuai Perjanjian Sponsor Fiskal. Silakan hubungi DRF/DRAF jika Anda memiliki pertanyaan tentang proses ini.
] 

· Diundang untuk mendaftar, jika dari Nigeria,Indonesia, atau Malawi (di  Putaran 1), atau dari  Haiti,  Rwanda,dan  Uganda  (di Putaran 2).   Undangan akan  diperluas ke sebagian besar penerima dana hibah saat ini, serta kepada   pelamar baru yang merupakan  organisasi perempuan penyandang disabilitas dan/atau lgbti  penyandang disabilitas. Memfokuskan pembuatan hibah 2021 kami dengan cara ini menanggapi     pandemi dan reality meningkatnya kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang mempengaruhi kelompok-kelompok ini. (Silakan lihat Panduan Gender DRF / DRAF  untuk informasi lebih lanjut tentang komitmen kami terhadap kesetaraan interseksionalitas dan keragaman SOGIESC. )

[bookmark: FundingStreams]ALIRAN PENDANAAN DRF/DRAF 
DRF dan DRAF saat ini mengelola tiga aliran pendanaan: Hibah Kecil, Hibah Koalisi Tingkat Menengah, dan Hibah   Koalisi Nasional , seperti yang dijelaskan di bawah ini. Harap dicatat bahwa  semua proposal harus secara eksplisit mempromosikan CRPD dan menentukan pasal mana yang sedang ditangani. Jika proyek menangani implementasi SDGs atau Komitmen GDS18,    Tujuan atau Komitmen tertentu  harus dirujuk. Lintas disabilitas dan kemitraan lainnya didorong, terutama yang memperkuat sektor-sektor terpinggirkan dari komunitas disabilitas. Secara khusus proposal harus mempertimbangkan implikasi COVID-19, terutama dampak yang tidak proporsional dari pandemi dan efek sosial-ekonomi terkait pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

HIBAH KECIL 
Aliran pendanaan Small Grants mendukung pertumbuhan gerakan disabilitas yang lebih luas dan beragam untuk memajukan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (SDGs)  di tingkat lokal. OPDs dapat menggunakan dana dari DRF/DRAF untuk memperkuat kapasitas penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai implementasi dan pemantauan CRPD atau mengadvokasi kemajuan hak yang didefinisikan dalam pasal-pasal spesifik CRPD. Selain itu, aliran dana ini mendukung  OPDs untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan anggaran terkait implementasi SDGs untuk memastikan upaya pembangunan yang inklusif, khususnya dalam menanggapi pandemi COVID-19,  termasuk semua penyandang disabilitas. Sementara DRF/DRAF menyambut baik aplikasi dari  OPDs, akar rumput (pedesaan), emergent (baru didirikan) dan kelompok yang lebih terpinggirkan terutama didorong untuk mengajukan hibah dalam kategori ini.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]Hibah kecil berkisar antara USD 5.000–USD 20.000  untuk  pelamar baru atau untuk yang sudah berulang kali menerima dana hibah maka pendanaan bisa ditingkatkan menjadi USD $ 30.000.
[bookmark: bookmark=id.26in1rg][bookmark: bookmark=id.3rdcrjn][bookmark: bookmark=id.lnxbz9][bookmark: _heading=h.17dp8vu]
HIBAH KOALISI TINGKAT MENENGAH
Aliran pendanaan Koalisi Tingkat Menengah mendukung upaya sub-nasional untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan nasional yang mempromosikan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas diterapkan di negara bagian (dalam sistem federal), tingkat regional, provinsi, atau kabupaten,  termasuk melalui kerangka peraturan atau pembentukan anggaran inklusif disabilitas. Selain itu, aliran pendanaan ini mendukung koalisi tingkat sub-nasional untuk mengadvokasi bahwa program pembangunan, kebijakan, dan rencana yang bertujuan untuk mengimplementasikan SDGs di tingkat sub-nasional termasuk penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai pedoman, terutama dalam menanggapi pandemi COVID-19c. Advokasi di tingkat sub-nasional sangat penting dalam sistem federal dan dalam sistem politik desentralisasi - yang merupakan mayoritas negara-negara dimana DRF / DRAF bekerja. 

Hibah untuk Koalisi Tingkat Menengah diberikan kepada satu Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDs) utama , yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan Koalisi dan mengelola hibah. Koalisi yang dipimpin oleh organisasi atau federasi payung sub-nasional dapat mencakup anggota OPDs sebagai mitra, tetapi juga harus memasukkan setidaknya satu organisasi diluar untuk memenuhi syarat. Baik organisasi pemohon maupun tujuan aplikasi harus memiliki lingkup sub-nasional. 

Hibah Koalisi Tingkat Menengah berkisar antara USD 30.000 – 40.000 per tahun (USD 60.000 – 80.000 selama dua tahun). Hibah akan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua tahun, namun hibah diberikan satu tahun sekaligus. Hibah tahun kedua hanya akan diberikan dengan penyelesaian yang memuaskan pada tahun pertama.

HIBAH KOALISI NASIONAL
Aliran pendanaan Koalisi Nasional mendukung kemajuan CRPD di tingkat nasional melalui lobi untuk pengesahan Protokol CRPD / Opsional atau perjanjian hak asasi manusia internasional atau regional lainnya yang melindungi dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Aliran ini juga mendukung lobi untuk perubahan legislatif, kebijakan, dan anggaran tingkat nasional untuk memajukan CRPD; pemantauan dan pelaporan pelaksanaan CRPD atau mekanisme hak asasi manusia internasional lainnya karena berkaitan dengan penyandang disabilitas; atau menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat oleh mekanisme hak asasi manusia PBB kepada Negara-negara sehubungan dengan implementasi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, aliran pendanaan ini mendukung koalisi tingkat nasional untuk mengadvokasi bahwa program pembangunan nasional, kebijakan, rencana, dan anggaran yang bertujuan untuk mengimplementasikan SDGs termasuk penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai pedoman, terutama dalam menanggapi pandemi COVID-19. 

Aliran ini ditujukan untuk organisasi yang menonjol dalam gerakan disabilitas di tingkat nasional.  Karena pentingnya advokasi bersama pada tingkat ini, hanya koalisi dari tiga organisasi atau lebih yang akan didanai. Organisasi pemohon yang memimpin koalisi harus OPDs, sedangkan organisasi mitra dapat berupa  OPDs atau organisasi masyarakat sipil lainnya yang aktif dalam promosi HAM.

Hibah untuk Koalisi Nasional diberikan kepada ke satu   OPDs utama, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi Koalisi dan mengelola hibah. Koalisi yang dipimpin oleh organisasi atau federasi payung dapat mencakup anggotanya OPDs sebagai mitra, tetapi juga harus mencakup setidaknya satu organisasi luar yang memenuhi syarat. Baik organisasi pemohon maupun tujuan aplikasi harus memiliki ruang lingkup nasional. 

Hibah Koalisi Nasional berkisar antara USD 30.000 – 50.000 per tahun (USD 60.000 – 100.000 selama dua tahun). Hibah akan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua tahun, namun hibah diberikan satu tahun sekaligus. Hibah tahun kedua hanya akan diberikan dengan penyelesaian yang memuaskan pada tahun pertama. 
[bookmark: PriorityAreas][bookmark: Priorities]AREA PRIORITAS DRF/DRAF 
Untuk dipertimbangkan untuk pendanaan, aplikasi harus membahas salah satu area prioritas yang dirinci di bawah ini:

AREA PRIORITAS YANG RELEVAN DENGAN SEMUA ALIRAN PENDANAAN

1. Mempromosikan kesetaraan gender dan keragaman SOGIESC
Sesuai dengan Pedoman Gender DRF/DRAF dan  sebagai pengakuan atas diskriminasi interseksionalitas, inklusi dan kepemimpinan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas LGBTI didorong ke seluruh wilayah prioritas DRF/DRAF lainnya. Setiap  OPDs mungkin perlu mentargetkan untuk mengintegrasikan lensa gender di seluruh struktur, advokasi, dan prioritas mereka. Msetiap hak-hak perempuan dan organisasi LGBTI mungkin  juga membutuhkan dukungan untuk mengintegrasikan lensa disabilitas. Mulai tahun 2021,  OPDs dapat mendaftar di bawah area prioritas ini untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemitraan terutama didorong antara OPDs dan pelaku hak-hak perempuan atau organisasi yang mempromosikan hak-hak LGBTI.

2. Memajukan pencapaian komitmen Global Disability Summit 2018 (GDS18) dan advokasi untuk  komitmen Global Disability Summit 2022 (GDS22)  
Pemerintah Inggris dan Kenya dan Aliansi Disabilitas Internasional (IDA) bermitra untuk menjadi tuan rumah Konferensi Disabilitas  Global pertama di London pada Juli 2018. Sebuah komitmen global dan nasional tentang inklusi disabilitas disepakati oleh  pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah Konferensi, pemerintah Inggris memberikan pendanaan melalui DRAF/DRF  untuk OPDs untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah nasional. OPDs di negara-negara target DRF/DRAF yang membuat komitmen GDS18 dapat menggunakan pendanaan DRF untuk mengadvokasi tindak lanjut pemerintah pada komitmen tersebut, bersama CRPD dan SDGs. Konferensi Disabilitas Global berikutnya - yang akan diadakan di Oslo, Norwegia pada tahun 2022 - sekarang sedang direncanakan. OPDs juga dapat menggunakan pendanaan DRF untuk mengadvokasi kepada pemerintah untuk komitmen baru terhadap GDS22.[footnoteRef:5] [5:  Sementara DRF terutama mendukung KoalisisUntuk memajukan komitmen GDS18, pelamar Koalisi Tingkat Menengah dan Hibah Kecil juga dapat dipertimbangkan. 
] 


3. Pengesahan CRPD dan/atau Protokol Opsional (yang belum diratifikasi), atau perjanjian hak asasi manusia internasional atau regional lainnya yang relevan dengan hak-hak penyandang disabilitas
Pengesahan perjanjian hak asasi manusia internasional atau regional (baik CRPD atau OP-nya, atau Perjanjian Marrakesh, atau Protokol Disabilitas Afrika) adalah langkah penting menuju institusi hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas. OPDs dan organisasi masyarakat sipil lainnya dapat memainkan peran integral dalam mengadvokasi adopsi perjanjian memajukan hak-hak  penyandang disabilitas. Sementara DRF/DRAF terutama mendukung upaya Koalisi Nasional untuk pengesahan perjanjian, pemohon Koalisi Tingkat Menengah dan Hibah Kecil juga dapat dipertimbangkan.

AREA PRIORITAS KHUSUS UNTUK HIBAH KOALISI NASIONAL - Hibah Koalisi Nasional harus ditujukan untuk salah satu bidang prioritas berikut (atau area yang relevan dengan semua aliran pendanaan):

1. Mendorong pengesahan atau amandemen undang-undang dan kebijakan nasional tertentu agar sesuai dengan CRPD (termasuk yang terkait dengan COVID 19)
Beberapa negara berusaha untuk memberikan semua undang-undang dan kebijakan nasional sebelum  ratifikasi; yang lain menyelaraskan undang-undang dan kebijakan  setelah diadopsi (termasuk yang terkait dengan COVID-19). Dalam kedua hal tersebut,  OPDs dan organisasi masyarakat sipil lainnya dapat berperan pentingdalam mengadvokasi reformasi legislatif dan kebijakan untuk memastikan CRPD dilaksanakan, termasuk melalui advokasi hukum.

2. Advokasi untuk langkah-langkah anggaran serta peraturan untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan baru atau yang diubah yang mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas (termasuk yang terkait dengan COVID 19)
Setelah undang-undang atau kebijakan nasional (termasuk yang terkait dengan COVID-19) diadopsi atau diubah untuk mendorong hak-hak penyandang disabilitas, kerangka peraturan dan anggaran diperlukan untuk memastikan implementasi. OPDs dapat berperan penting dalam memberi saran kepada pemerintah tentang bagaimana cara terbaik untuk memastikan implementasi CRPD dalam regulasi dan anggaran sehingga kehidupan semua penyandang disabilitas ditingkatkan. 

3. Penyusunan dan/atau tindak lanjut laporan alternatif kepada Komite CRPD dan badan perjanjian hak asasi manusia lainnya atau laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk Tinjauan Berkala Universal (UPR)
Dua tahun setelah mulai berlakunya CRPD di Negara yang meratifikasi, Negara harus menyampaikan laporan nasional pertamanya, menggunakan pedoman pelaporan yang ditetapkan, tentang situasi dasar bagi penyandang disabilitas dan setiap kemajuan dari implementasi CRPD kepada Komite PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Laporan berikutnya jatuh tempo empat tahun setelah penyerahan laporan dasar.  Pada saat yang sama,  OPDs dan organisasi masyarakat sipil lainnya dapat menyampaikan laporan "alternatif", yang memberikan perspektif non-pemerintah tentang realitas untuk  pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Setelah Pengamatan Menyimpulkan diterbitkan oleh Komite,  OPDs dan organisasi masyarakat sipillainnya dapat menggunakan Pengamatan Menyimpulkan ini dalam advokasi mereka dan menindaklanjuti dengan  pemerintah  tentang  kemajuan  menuju  pelaksanaanrekomendasi ing  the.  

Komite ahli independen memantau implementasi tidak hanya dari CRPD, tetapi juga dari semua perjanjian hak asasi manusia inti. Setiap Komite dibuat sesuai dengan ketentuan perjanjian yang dipantaunya. Sangat penting bahwa  OPDs bergabung dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam melaporkan kepada semua badan perjanjian hak asasi manusia tentang situasi penyandang disabilitas.[footnoteRef:6] [6:  Termasuk badan perjanjian PBB (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dll.) serta badan regional seperti Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat.
] 


Universal Periodic Review (UPR) adalah proses pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melibatkan peninjauan, di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia, dari catatan hak asasi manusia dari semua 193 Negara Anggota PBB setiap empat tahun sekali.  Seperti halnya badan perjanjian, OPDs dan organisasi masyarakat sipil lainnya dapat memberikan laporan untuk Tinjauan Berkala Universal Negara (UPR) mereka dan menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat kepada pemerintah. 

4. Keterlibatan dengan focal point SDG pemerintah  nasional, platform SDG masyarakat  sipil, dan Kantor Statistik Nasional untuk memastikan rencana aksi nasional, program, kerangka pemantauan dan metode pengumpulan data untuk menerapkan dan memantau SDGs termasuk penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai pedoman
Dalam konteks SDGs, sangat penting bahwa penyandang disabilitas dianggap dan dihitung sebagai kelompok target dalam perencanaan pembangunan nasional dan terlibat di semua tingkatan perencanaan aksi, implementasi, pemantauan, pengumpulan data, dan tindak lanjut. CRPD sering  disebut sebagai hak asasi manusia dan perjanjian pembangunan sosial karena dampaknya yang diharapkan di kedua bidang. CRPD dapat  digunakan oleh  OPDs untuk mengadvokasi dan memberi panduan inklusi ini. OPDs juga dapat menganjurkan agar Washington Group on Disability Statistics serangkaian pertanyaan singkat digunakan dalam sensus, survei rumah tangga nasional dan mekanisme lain untuk mengumpulkan data tentang penyandang disabilitas yang penting untuk pembangunan inklusif.

5. Advokasi untuk memastikan dimasukkannya perspektif disabilitas dalam pelaksanaan pemerintah nasional dan/atau pemantauan CRPD
Setelah CRPD diratifikasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33, negara-negara harus menetapkan mekanisme implementasi dan pemantauan nasional, termasuk titik fokus(focal point) (yang mungkin merupakan kantor khusus di bawah Presiden / Perdana Menteri, berbagai Kementerian atau Dewan Nasional tentang Disabilitas) dan mekanisme koordinasi. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 33(3), negara-negara juga perlu memasukkan organisasi perwakilan penyandang disabilitas dalam mekanisme ini. Untuk memastikan hal ini terjadi,  OPDs dan organisasi masyarakat sipil lainnya perlu mengadvokasi partisipasi aktif dan berkelanjutan penyandang disabilitas dalam pengerjaan mekanisme tersebut.

AREA PRIORITAS KHUSUS UNTUK HIBAH KOALISI TINGKAT MENENGAH -  Hibah Koalisi Tingkat Menengah harus ditujukan untuk salah satu area prioritas berikut (atau area yang relevan dengan semua aliran pendanaan):

1. Mendorong Pengesahan undang-undang sub-nasional tertentu (termasuk tata cara), kebijakan, peraturan, dan/atau prioritas anggaran (termasuk yang terkait dengan COVID-19) untuk sesuai dengan CRPD 
Dalam sistem politik federal atau desentralisasi, perubahan hukum atau kebijakan (termasuk yang terkait dengan COVID-19) di tingkat nasional harus ditindaklanjuti dengan perubahan serupa di tingkat sub-nasional (negara bagian, regional, provinsi atau kabupaten). Dalam proses perencanaan anggaran, prioritas anggaran (termasuk yang berkaitan dengan COVID-19) di tingkat sub-nasional harus inklusif disabilitas. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengadvokasi reformasi legislatif dan kebijakan serta pengaturan prioritas anggaran di tingkat ini. Sangat penting bahwa OPDs, khususnya, memahami proses pengembangan anggaran pemerintah, berpartisipasi di dalamnya jika memungkinkan, dan menuntut sumber daya dan pelacakan yang cukup untuk memastikan bahwa hak-hak dibuat nyata.

2. Advokasi untuk inklusi penyandang disabilitas dalam program pemerintah (termasuk program untuk response COVID-19), seperti pendidikan, kesehatan, atau akses ke peradilan, di negara bagian (dalam sistem federal), tingkat provinsi, regional atau kabupaten/kota sejalan dengan artikel CRPD 
Perubahan program dan layanan pemerintah arus utama sehingga inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas akan mendukung pelaksanaan CRPD di tingkat sub-nasional.  Advokasi yang dipimpin oleh OPDs sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dipahami dan dipertimbangkan oleh pejabat dan lembaga pemerintah sub-nasional.

3. Advokasi untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan pembangunan dan perencanaan pembangunan di tingkat sub-nasional, untuk melaksanakan SDGs, melibatkan penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai dokumen panduan
Dalam konteks SDGs, untuk tidak meninggalkan siapa pun, penyandang disabilitas harus dilibatkan dan diperhitungkan sebagai kelompok sasaran dan dilibatkan di tingkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan pemantauan pembangunan. OPDs harus menuntut indikator, target, kerangka kerja pemantauan, dan kegiatan pengumpulan data yang inklusif, termasuk yang relevan dengan COVID. CRPD - sering disebut sebagai perjanjian hak asasi manusia dan pembangunan sosial karena dampak yang diharapkan di kedua bidang tersebut - dapat digunakan untuk mengadvokasi dan memandu inklusi ini.

[bookmark: _Priority_Areas_for][bookmark: _Priority_Areas_for_1][bookmark: _Priority_Areas_for_2]AREA PRIORITAS KHUSUS UNTUK HIBAH KECIL - Hibah Kecil harus ditujukan pada salah satu area prioritas berikut (atau area yang relevan dengan semua aliran pendanaan):

1. Meningkatkan kapasitas OPDs  untuk berpartisipasi dalam proses advokasi dan pengambilan keputusan (termasuk yang berkaitan dengan COVID-19) mengenai pelaksanaan hak di tingkat lokal
Hibah dalam kategori ini ditujukan untuk mendukung OPDs untuk membangun kapasitas (terutama penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan OPDs yang baru muncul) untuk berpartisipasi – dengan cara yang bermakna – dalam advokasi hak (sesuai pasal-pasal CRPD tertentu) serta penyertaan dalam proses pengambilan keputusan (seperti komite perencanaan kota, majelis kota, atau badan perencanaan pembangunan desa) di tingkat lokal.

2. Mempromosikan inklusi penyandang disabilitas dalam program pemerintah, - seperti pendidikan, kesehatan, atau keadilan - dan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran (termasuk program dan anggaran yang terkait dengan COVID-19) di tingkat lokal 
Hibah dalam kategori ini ditujukan untuk mendukung OPDs untuk melaksanakan advokasi kepada pemangku kepentingan pemerintah daerah atau penyedia layanan tentang pelaksanaan pasal CRPD tertentu (seperti Pasal 27 tentang akses kerja dan ketenagakerjaan atau Pasal 13 tentang akses keadilan) dalam program dan anggaran pemerintah yang ada. OPDs juga dapat melakukan proyek, yang menginformasikan atau menunjukkan kepada pemerintah atau pemangku kepentingan utama lainnya bagaimana hak-hak yang diuraikan dalam pasal-pasal tertentu dari CRPD dapat dilaksanakan dalam praktik.  Hibah dalam kategori ini juga ditujukan untuk mendukung  OPDs untuk memimpin pengawasan inklusi disabilitas dalam anggaran pemerintah daerah.  Advokasi untuk mempengaruhi prioritas anggaran di  tingkat lokal juga sangat penting untuk memastikan bahwa inklusi disabilitas merupakan bagian dari proses pembuatan anggaran daerah.  

3. Meningkatkan kapasitas OPD  untuk berpartisipasi dalam advokasi dan proses pengambilan keputusan mengenai implementasi SDGs, termasuk selama COVID-19
Area prioritas ini berfokus pada memastikan bahwa OPDs memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dari proses pelaksanaan SDGs melalui komite pembangunan lokal, perencanaan, dan  kebijakan.  Ini termasuk advokasi untuk partisipasi (terutama bagi mereka yang terpinggirkan dalam komunitas disabilitas)  penyandang disabilitas di tingkat lokal di mana perencanaan pembangunan terjadi; dan advokasi untuk partisipasi  OPDs akar rumput dalam proses perencanaan pembangunan lokal, regional, atau nasional, kebijakan, dan strategi, termasuk Perencanaan Aksi Nasional SDG. Ini dapat mencakup kegiatan oleh  OPDs untuk membangun pemahaman diantara pemangku kepentingan lokal tentang CRPD dan cara menggunakannya dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan  SDGs.  

4. Advokasi untuk inklusi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan rencana program pembangunan pemerintah daerah (sebagai bagian dari implementasi SDG), termasuk yang terkait dengan respon dan pemulihan COVID-19
Hibah dalam kategori ini ditujukan untuk mendukung OPDs untuk melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan pemerintah daerah, LSM lokal, atau penyedia layanan untuk memastikan rencana, kebijakan, dan    program pembangunan daerah bersifat inklusif. OPDs juga dapat melaksanakan proyek, yang              menginformasikan atau mendemonstrasikan kepada pemerintah atau pemangku kepentingan utama lainnya bagaimana tujuan dan target yang diuraikan dalam SDGs tertentu (seperti Tujuan 4 tentang pendidikan atau Tujuan 5 tentang kesetaraan gender) dapat dilaksanakan secara inklusif sejalan dengan CRPD. Hibah dalam kategori ini juga ditujukan untuk advokasi OPDs di komite pembangunan lokal untuk memastikan prioritas pembangunan lokal (termasuk penanganan dan pemulihan COVID) untuk penyandang disabilitas dan pelaksanaannya selaras dengan hak-hak tertentu dalam CRPD (seperti Pasal 25 tentang Kesehatan atau Pasal 28 tentang Standar kehidupan yang layak dan Perlindungan Sosial).

[bookmark: _What_We_Do][bookmark: _Funding_Amounts_and][bookmark: _Hlk314758518]
[bookmark: ImportantConsiderations][bookmark: _Hlk314758553][bookmark: PriorityAreas2][bookmark: ApplicationProceduresQuestio]PERTIMBANGAN PENTING UNTUK RFP (Aplikasi)
Harap perhatikan beberapa perkembangan yang dapat memengaruhi organisasi dan/atau proposal Anda.

1. Akuntansi Implikasi COVID-19: Pelamar didorong untuk mempertimbangkan kendala dan/atau peluang terkait COVID-19 dalam menyusun proposal. Di DRF/DRAF, kami tetap berkomitmen untuk beradaptasi dan berinovasi dalam mendukung upaya kami yang diulang-ulang untuk menjamin hak-hak bagi semua selama pandemi dan seterusnya. Terutama yang didorong adalah upaya advokasi yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak tidak berimbang dari pandemi dan efek sosial ekonomi terkait pada sektor-sektor terpinggirkan dari masyarakat disabilitas.

2. Termasuk Penguatan OPDs  dalam Kegiatan dan Anggaran Proyek: Dana tambahan tersedia untuk memitigasi area risiko dan mengatasi kesenjangan kapasitas yang diidentifikasi oleh Tim Program DRF/DRAF berdasarkan uji tuntas pelamar dan/atau pengalaman bekerja sama dengan penerima hibah saat ini. Tergantung pada kebutuhan penerima hibah tertentu, aliran pendanaan yang selaras ini dapat dimanfaatkan untuk membangun kapasitas OPDs  di bidang-bidang seperti pembuatan kebijakan Perlindungan, pengelolaan keuangan, tata kelola, mobilisasi sumber daya, dan keragaman. Sementara dana ini diambil dari aliran dana terpisah, untuk kemudahan pelaksanaan penerima hibah, dana Penguatan OPDs  diberikan dalam pencairan dana hibah pertama.

3. Termasuk Bantuan Teknis (TA) dalam Kegiatan dan Anggaran Proyek: Proyek yang menangani implementasi CRPD dan/atau SDGs dapat mencakup line budget untuk kegiatan dan biaya bagi TA untuk mendukung implementasi proyek yang lebih kuat. TA, sebagaimana didefinisikan oleh DRF / DRAF, adalah  tentang melengkapi organisasi dengan keterampilan teknis, pengetahuan, sumber  daya dan kemitraan yang berkaitan dengan CRPD, SDGs, advokasi hak dan membangun gerakan. TA harus fokus pada personel OPDs untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari waktu ke waktu. Ini BUKAN konsultan yang melakukan pekerjaan untuk organisasi. TA berbeda dengan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi,yang bertujuan   untuk mendukung  OPDs menjadi organisasi yang lebih kuat. Contoh TA meliputi:
a. Pelatihan oleh pakar hukum tentang seperti apa domestikasi artikel spesifik CRPD dalam undang-undang atau kebijakan nasional atau lokal;
b. Membangun koalisi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang sudah terlibat dalam implementasi SDGs untuk mengadvokasi implementasi SDGs yang inklusif disabilitas di tingkat lokal;
c. Pelatihan oleh pakar hak asasi manusia tentang strategi advokasi hak asasi manusia untuk mencapai tujuan proyek;
d. Kemitraan dengan lembaga penelitian untuk melakukan analisis kesenjangan dalam dimasukkannya perempuan penyandang disabilitas dalam layanan kesehatan lokal dan / atau perlindungan sosial untuk mendukung advokasi untuk perubahan. 

4. Termasuk Biaya Operasional Inti dalam Anggaran Hibah Kecil:DRF/DRAF memahami bahwa khususnya bagi organisasi yang terpinggirkan dan muncul dari penyandang disabilitas, DRF/DRAF sering menjadi satu-satunya penyandang dana, dan kurangnya pendanaan lainnya menyulitkan untuk menutupi semua biaya operasional yang diperlukan. Pada tahun 2021, penerima hibah berulang yang merupakan penerima Hibah Kecil dapat mengajukan hingga $ 10.000 tambahan untuk  mendanai biaya operasi inti yang tidak ditanggung oleh sumber lain. Biaya operasi inti adalah biaya organisasi, seperti sewa, utilitas, keamanan, perlengkapan kantor, masker wajah dan PPES lainnya untuk staf,  transportasi,dan  biaya operasional lainnya yang pada umumnya tidak termasuk dalam anggaran proyek.
 
5. Mematuhi Persyaratan Perlindungan: Semua  pemberian DRF/DRAF diwajibkan untuk mengembangkan kebijakan tentang Perlindungan Anak (CP), dan Mencegah Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan, dan Pelecehan (PSEAH). Kebijakan ini mendokumentasikan komitmen dan tindakan para grantees untuk mencegah bahaya yang terjadi sebagai akibat dari kontak dengan organisasi mereka.  Grantees baru  diharuskan untuk menyerahkan  CP dan  PSEAH Policies (dan dokumentasi terkait termasuk formulir verifikasi dan kodeetik) dalam enam bulan pertama pelaksanaan proyek. Setiap hibah dengan persyaratan PSEAH dan/atau CP yang tertunda disusun sebagai hibah multi-tranche, dengan pendanaan melepaskan kontingen pada penerimaan dokumentasi  Perlindungan yang sesuai dengan DRF/DRAF yang diperlukan. DRF/DRAF dapat memberikan standar kebijakan, sumber informasi,  dan pendanaan untuk mendukung upaya penerima hibah dalam mengembangkan kerangka kerja Perlindungan. Silakan kunjungi halaman Kebijakan di situs web kami  untuk informasi lebih lanjut.

6. Mengembangkan Kebijakan dan Prosedur Keselamatan Di Tempat Kerja:  DRF/DRAF percaya dalam mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, baik dalam organisasi kami sendiri maupun yang kami dan dana.  Ini terutama berlaku selama pandemi ,ketika mungkin ada pembatasan kegiatan langsung yang dapat didanai menggunakan hibah DRF / DRAF. Meskipun tidak menjadi persyaratan untuk menerima pendanaan DRF/DRAF,  kami sangat mendorong pelamar untuk mengembangkan kebijakan dan protokol keselamatan dan keamanan di tempat   kerja  (termasuk karena berkaitan dengan personel, infrastruktur, dan data). DRF/DRAF dapat menyediakan  sumber daya  dan  mendukung upaya penerima hibah untuk mempromosikan  keselamatan  dan keamanan  di tempat kerja.

[bookmark: WhatDRFDoesNotSupport]APA YANG TIDAK KAMI DANAI
DRF &  DRAF tidak mendukung kegiatan berikut (silakan tinjau FAQ untuk informasi  lebih lanjut):

· Organisasi yang bekerja untuk penyandang disabilitas, tetapi tidak memiliki penyandang disabilitas yang terwakil dengan baik di tingkat tata kelola, manajemen, dan staf
· Perangkat bantu atau layanan rehabilitasi
· Penghasilan atau penyediaan layanan
· Akuisisi tanah atau bangunan
· Rekonstruksi atau renovasi ruang fisik (kantor, dll.)
· Individu dan beasiswa
· Sekolah negeri dan universitas
· Entitas pemerintah
· Kegiatan keagamaan: Meskipun kami dapat mendanai organisasi berbasis keagamaan (selama itu memenuhi kriteria lain), kami tidak mendanai organisasi berbasis keagamaan yang mengusut atau memiliki prosalytisasi sebagai bagian dari misi mereka[footnoteRef:7] [7:  Untuk tujuan kita, istilah "proselytize" berarti mengkonversi atau mencoba untuk mengkonversi (seseorang) dari satu agama, kepercayaan, atau pendapat ke agama lain atau untuk membujuk mereka untuk menjadi agama.
] 

· Kegiatan olahraga
· Pelatihan untuk mempelajari bahasa isyarat, Braille, atau komunikasi taktil
· [bookmark: _Assessment_of_Applications][bookmark: _Hlk314758663][bookmark: Assessment]Partisipasi atau intervensi dalam kampanye pemilu yang mengekspresikan pandangan dalam mendukung atau menentang calon jabatan publik atau untuk dorongan pendaftaran pemilih

PENILAIAN APLIKASI
Keputusan pendanaan dibuat oleh Komite Partisipatif Pendanaan Hibah kami, yang terdiri dari aktivis dan donatur disabilitas global (pelajari lebih lanjut tentang pendanaan hibah yang partisipatif kami disini). Kriteria yang digunakan untuk meninjau aplikasi  meliputi:

· Korelasi proyek yang diusulkan pemohon dengan area prioritas DRF/DRAF.  
· Kecocokan tujuan dan tujuan proyek dengan usulan kegiatan, anggaran, dan kapasitas organisasi untuk melaksanakan proyek yang direncanakan.
· Sejauh mana proyek mempromosikan dan memajukan CRPD (dan SDGs atau GDS18 Komitmen, jika relevan), dan menggunakan artikel CRPD tertentu, Tujuan SDG, dan / atau Komitmen GDS18 untuk menginformasikan advokasi.
· Sejauh mana penyandang disabilitas – dan terutama perempuan dan kelompok terpinggirkan  lainnya – memimpin upaya di tingkat organisasi dan proyek
· Sejauh mana sektor-sektor terpinggirkan dari komunitas disabilitas termasuk dalam advokasi proyek
· Bukti kemitraan dengan beragam kelompok di komunitas disabilitas atau antara OPDs dan organisasi hak asasi manusia lainnya , seperti organisasi hak-hak perempuan  dan  LGBTI
· Sejauh mana proyek menanggapi prioritas advokasi mendesak, seperti memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam upaya respons dan pemulihan COVID-19

[bookmark: _Grant_Monitoring_and][bookmark: GrantMonitoringandReportingR][bookmark: _Hlk314758700][bookmark: GrantMonitoring]PERSYARATAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN HIBAH
Organisasi yang dipilih untuk pendanaan (grantees) akan diminta untuk menyerahkan kemajuan dan/atau laporan akhir (baik narasi maupun keuangan). Jadwal dan formulir pelaporan akan diberikan setelah persetujuan hibah. Penerima hibah sangat didorong untuk menanggapi pertanyaan dari staf DRF / DRAF selama periode hibah, termasuk ke Survei Penerima Hibah kami (didistribusikan pada kuartal pertama setiap tahun), dan juga dapat menerima kunjungan situs (atau virtual)  selama periode proyek.

[bookmark: _Important_Application_Guidelines][bookmark: _Hlk314758726][bookmark: ImportantApplicationGuidelines]PEDOMAN PENGAJUAN
Permintaan Proposal sangat kompetitif, dan kami menerima lebih banyak permintaan daripada yang dapat kami danai. Untuk memastikan bahwa aplikasi Anda dipertimbangkan, harap perhatikan panduan berikut:

· Sebelum mengirimkan aplikasi, silakan tinjau pedoman ini dan informasi di halaman Untuk    Grantseekers, termasuk Pertanyaan yang Sering Diajukan.
· Jika Anda mengalami kesulitan teknis atau aksesibilitas dengan dokumen RFP, atau memiliki pertanyaan tentang formulir atau proses, silakan hubungi grants@disabilityrightsfund.org.
· Lengkapi formulir aplikasi dan lembar kerja anggaran(ditautkan di sini).
· Jika memungkinkan, konsolidasikan beberapa halaman dari setiap lampiran (misalnya peraturan perundang-undangan, pendaftaran) ke dalam satu dokumen
· Dalam baris subjek, sertakan nama negara dan organisasi pemohon. (Untuk contoh: Nigeria - Organisasi Pemuda Penyandang Disabilitas.) Pemohon akan menerima konfirmasi email setelah menerima aplikasi. 
· Kirim aplikasi dan lampiran lengkap Anda dalam satu email ke grants@disabilityrightsfund.org tengah malam (waktu Anda) pada tenggat waktu yang diuraikan dalam RFP.
· Harap kirimkan hanya sekali,    dan  sertakan  hanya materi yang diminta  dalam  "Daftar Periksa Aplikasi".
· Harap dicatat bahwa pelamar mungkin diminta untuk memberikan informasi tambahan sebagai bagian dari proses peninjauan.
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